


Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue © mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran Nes ~a Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3963);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuang 1 Negara dan
stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman  yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuanagn
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repub’’ Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah bebera; = kali ter “thir
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan
stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuanagn
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang.....



. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerint-* Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebag " 1ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Perat an Peme "~ * . Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang De (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan L¢—baran Negara
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah . 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan.....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten‘-1g
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nc—or 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424) sebagimana telah diubah
dengan  Peraturan Kementerian Keuangan  Nomor
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Kementerian Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Rer »lik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819);

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013
Nomor 21);

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021
Nomor 72);

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ™ bupaten
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2022 Nomor 77);

19. Peraturan.....



Menetapkan :

19. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupeten Simeulue Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4
Tahun 2C"" tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perubahan
Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran
2022 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total
dana perimbangan yang diterima dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan P anja Daerah setelah dikurangi dana
alokasi khusus sebesar Rp. 43.322.698.045,- (Empat puluh
tiga milyar Tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan
puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah), rincian ADD
setiap Desa di Kabupaten <“—eulue Tr*-1n .* ~garan 2022
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Al si Dasar; dan

b. Alokasi Formula.

2. Ketentuan.....



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, sebesar Rp. 42.570.120.600,- (Empat puluh
dua milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh ribu
enam ratus rupiah), dihitung berdasarkan jumlah aparatur
-~  perangkat desa serta jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah kabupaten

Simeulue.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, sebesar Rp. 77" §77.445,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima
rupiah), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk,
Jumlah I 1uduk Miskin, Luas W™ yah, dan Indeks
Kesulitan Geografis tahun berjalan yang bersumber dari
Instansi terkait dan/atau lembaga yang menyeleng —irakan

urusan pemerintahan di bidang statistik.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan oleh Bupati berc - ~arkan

data yang d ampaikan dari Badan Pusat Statis’” Kabupaten

Simeulue kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.

S. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
Penetapan perubahan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
setiap Desa di Kabupaten T-“un Anggaran 2022
sebagaimana tercant . “~lam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mc— -rintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Deceprher 2099

18 J. Awal 1444 H

Diundangkan di Sinabang v
mm A 11T TN L L ﬁ—()—zz_M
1444 H

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 33














